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PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara
perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara permohonan dari :

SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965, umur 57 tahun, jenis
kelamin Laki-laki, agama Islam , Status Perkawinan Kawin, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal
di JI. Nangka, Kelurahan/Desa Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21

September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bulukumba pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor

143/Pdt.P/2022/PN BIk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama , Tanggal, Bulan

dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarnegaraan Indonesia yang berdomisili di
Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan
7302023112650072 atas nama SAHI.

2. Bahwa pemohon dilahirkan di Jeneponto, pada tanggal 31 Desember 1965,
sebagai anak laki-laki dari perkawinan Suami/lstri (Ayah dan Ibu Kandung
pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama Pasi dan Ibu bernama
Sarintang.

3.  Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
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4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri
Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama , Tanggal, Bulan dan
Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon.

5.  Bahwa paspor asli pemohon tersebut hilang atau tercecer di Wilayah
HUkum Polsek Biringkanaya Kota Makassar dan pelapor telah melkaukan
pencarian ditempat diperkirakan jatuh atau tercecer namun tidak
diketemukan sesuai dengan surat keterangan hilang Nomor:
SKK/8052/1X/2022/SPKT.

6. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama , Tanggal, Bulan dan
Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon, bahwa pemohon
berencana kembali ke Malaysia namun pada paspor pemohon terdaftar
atas nama MUHAMMAD SAHID, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 17
April 1964.

7. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:
7302-LT-03082022-0022 bernama SAHI, tempat tanggal Ilahir di
Jeneponto, 31 Desember 1965 ,tertanggal 03 Agustus 2022 yang di
keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bulukumba.

8. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteliian pemohon didalam
kepengurusan administrasi data pada passpor Nomor: AB794599 pemohon
yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama , Tanggal,
Bulan dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon
MUHAMMAD SAHID, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 17 April 1964 ,
seharusnya tertulis Nama , Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon
SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965.

9. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama , Tanggal, Bulan
dan Tahun Lahir pemohon didalam passpor Nomor: AB794599 pemohon
yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis
MUHAMMAD SAHID, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 17 April 1964,
dirubah menjadi SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember
1965, Karena Nama , Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang
sebenarnya yaitu SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember
1965.

10. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7302-LT-03082022-0022, Tertulis Nama
, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yaitu SAHI, tempat tanggal
lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965.
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b. Kartu Keluarga Nomor : 7302021303080115, Tertulis Nama , Tanggal,
Bulan dan Tahun Lahir pemohon yaitu SAHI, tempat tanggal lahir di
Jeneponto, 31 Desember 1965.

c. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302023112650072 , Tertulis
Nama , Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yaitu SAHI, tempat
tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965.

11. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya
adalah SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965,
sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7302-LT-
03082022-0022, Kartu Keluarga Nomor : 7302021303080115, dan Kartu
Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302023112650072 yang dilampirkan
sebagai dasar permohonan.

12. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk
melakukan perubahan Data pada passport Nomor: AB794599, namun di
isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama , Tanggal, Bulan
dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon dari
Pengadilan Negeri Bulukumba

13. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika
pemohon memohon penetapan perbaikan Nama , Tanggal, Bulan dan
Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon yang sah dari
Pengadilan Negeri Bulukumba.

14. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama , Tanggal, Bulan dan
Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon harus ada
penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon
memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan
penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.  Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama , Tanggal,
Bulan dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AB794599 pemohon
pemohon terhadap Perkataan “Nama MUHAMMAD SAHID, tempat tanggal
lahir di Jeneponto, 17 April 1964” dicoret dan sebagai gantinya ditulis
“‘Nama SAHI, tempat tanggal lahir di Jeneponto, 31 Desember 1965,”
sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7302-LT-
03082022-0022, Kartu Keluarga Nomor : 7302021303080115, dan Kartu
Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302023112650072 .
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3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor
Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya
penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang
diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim
Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila
Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku
dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan,
Selasa 27 September 2022 Pemohon hadir dan setelah disampaikan akan isi
permohonannya, pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh
Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak
bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pencabutan permohon oleh
pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka
permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register iakan untuk itu yang
ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, maka segera setelah penetapan ini
dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba
atau pejabat yang diberikan tugas untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari
register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara permohonan ini
telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan
permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya
sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, serta peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon SAHI untuk mencabut perkara
perdata permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN BIk;

2.  Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba atau pejabat
yang diberikan tugas untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari

register perkara yang disediakan untuk itu;
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3.  Membebankan Pemohon SAHI untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022
oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,

dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI. HAKIM.

SEPTIAWATI, S.H. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama. Rp. 10.000.-
4. Materai Rp. 10.000.-
5. Redaksi Rp. 10.000.-
JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
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